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Abstract. This study aims to analyze the implementation of problematic murabahah financing settlement at KSPPS
BMT Huwaiza Depok and assess its compliance with the DSN-MUI Fatwa Number 47 and 48 of 2005. The
approach used is descriptive qualitative with the type of normative-empirical Islamic law research. Data were
obtained through interviews, observations, and documentation, which were then analyzed descriptively
comparatively between field practices and the provisions of the fatwa. The results of the study indicate that the
settlement of problematic financing is carried out in stages, starting with a persuasive approach, issuing warning
letters, to restructuring through rescheduling and collateral sales. The rescheduling practice is carried out
without increasing the amount of debt, only adjusting the payment period, while collateral sales are carried out
based on market prices with the principle of justice. In conclusion, the implementation of problematic murabahah
financing settlement at KSPPS BMT Huwaiza is in accordance with sharia principles and the DSN-MUI Fatwa,
although the sharia arbitration mechanism has not been implemented.
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penyelesaian pembiayaan murabahah
bermasalah di KSPPS BMT Huwaiza Depok dan menilai kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 47 dan
48 Tahun 2005. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian hukum Islam
normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis
secara deskriptif komparatif antara praktik di lapangan dan ketentuan fatwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pendekatan persuasif,
pemberian surat peringatan, hingga restrukturisasi melalui rescheduling dan penjualan jaminan. Praktik
rescheduling dilakukan tanpa menambah jumlah utang, hanya menyesuaikan jangka waktu pembayaran,
sementara penjualan jaminan dilakukan berdasarkan harga pasar dengan prinsip keadilan. Kesimpulannya,
implementasi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS BMT Huwaiza sesuai dengan prinsip
syariah dan Fatwa DSN-MUI, meskipun mekanisme arbitrase syariah belum diterapkan.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah; Fatwa DSN-MUI; KSPPS; Pembiayaan Bermasalah; Pembiayaan Murabahah.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan perekonomian di Indonesia, khususnya pada sektor perbankan syariah,
menjadi aspek penting dalam menunjang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Perkembangan ini menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. (Budiman & Fahlevi,
2025). Berdasarkan data resmi Otoritas Jasa Keuangan, total aset perbankan syariah nasional
mencapai Rp980,30 triliun pada akhir tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 9,88% secara
year-on-year, serta pangsa pasar sebesar 7,72%.(Rizka Khaerunnisa, 2025) Hal ini
menunjukkan bahwa industri keuangan syariah terus berkembang secara signifikan di tengah
dinamika ekonomi yang ada.

Selain perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) juga menunjukkan
perkembangan yang relatif stabil dan cenderung meningkat. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa

Keuangan, jumlah LKMS pada tahun 2022 tercatat sebanyak sekitar 81 lembaga dengan total
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aset sebesar Rp570 miliar. (Otoritas Jasa Keuangan, 2023) Pada tahun 2023, jumlah tersebut
relatif stabil menjadi 80 lembaga, namun total aset meningkat menjadi sekitar Rp623 miliar
atau tumbuh lebih dari 9 persen. (Otoritas Jasa Keuangan, 2024)Selanjutnya, pada Desember
2024 total aset LKMS kembali meningkat menjadi sekitar Rp646,17 miliar dengan
pertumbuhan sebesar 3,64% secara tahunan meskipun jumlah lembaga sedikit menurun
menjadi 79 unit.(Otoritas Jasa Keuangan, 2025) Peningkatan ini menunjukkan bahwa aktivitas
pembiayaan serta peran LKMS dalam melayani kebutuhan keuangan masyarakat, khususnya
pelaku usaha mikro, terus mengalami penguatan.

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah tersebut dibingkai oleh kewajiban kepatuhan
terhadap prinsip syariah dalam regulasi yang berlaku. Pada sektor perbankan, Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa seluruh kegiatan
operasional harus berlandaskan prinsip syariah serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah
(DPS). (UU RI No. 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah, 2008) Sementara itu, Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga mewajibkan LKM berbasis
syariah untuk memiliki DPS yang bertugas memberikan nasihat dan melakukan pengawasan.
(UU RI No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, 2013) Dalam konteks koperasi
syariah, ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8
Tahun 2023 yang menegaskan bahwa operasional KSPPS harus merujuk pada fatwa yang
ditetapkan oleh otoritas syariah. (PERMENKOP UKM RI No.8 Tahun 2023 Tentang Usaha
Simpan Pinjam Oleh Koperasi, 2023)

Dalam praktiknya, pembiayaan merupakan aktivitas utama lembaga keuangan syariah.
Pembiayaan dipahami sebagai penyediaan dana atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara
lembaga dan pihak yang dibiayai dengan kewajiban pengembalian dalam jangka waktu tertentu
sesuai prinsip syariah. (Mukadar et al., 2021) Ketentuan ini juga sejalan dengan regulasi dalam
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mendefinisikan pembiayaan sebagai penyediaan
dana berdasarkan perjanjian yang mewajibkan pengembalian disertai imbalan atau bagi hasil.
(UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan, 1998)

Salah satu akad pembiayaan yang paling dominan digunakan adalah murabahah. Akad
ini merupakan jual beli dengan penetapan margin keuntungan yang disepakati di awal,
sehingga memberikan kepastian angsuran bagi nasabah dan memudahkan perencanaan
keuangan (Hidayat & Erna, 2023) Di Kota Depok, fenomena penggunaan akad murabahah
terlihat cukup dominan dalam praktik lembaga keuangan syariah. Penelitian menunjukkan

bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan operasional
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BPRS di Depok, yang mengindikasikan peran penting akad ini dalam aktivitas intermediasi
syariah (Rafif Ali et al., 2021) Selain itu, preferensi terhadap murabahah juga dipengaruhi oleh
kemudahan skema angsuran yang lebih mudah dipahami oleh pelaku usaha dibandingkan akad
berbasis bagi hasil (Askhiya & Yasin, 2025)

Meskipun demikian, dalam praktiknya akad murabahah yang menghasilkan piutang
(dayn) memiliki potensi risiko pembiayaan bermasalah apabila terjadi penurunan kemampuan
bayar atau rendahnya kedisiplinan nasabah (Abdurrauf Mursal, 2023) Pembiayaan bermasalah
tersebut umumnya dipengaruhi oleh faktor internal lembaga, seperti kelemahan analisis
pembiayaan dan pengawasan, serta faktor eksternal yang berkaitan dengan kondisi dan karakter
nasabah (Djamil, 2012) Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian yang tidak hanya
efektif secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad
murabahah telah diatur melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu
Fatwa DSN-MUI Nomor 47 Tahun 2005 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 48 Tahun 2005, yang
mengatur mekanisme seperti rescheduling, pemberian keringanan, dan penyelesaian jaminan
dengan prinsip keadilan (Fatwa DSN MUI No.47, 2005; Fatwa DSN-MUI No.48, 2005) Selain
itu, prinsip pelunasan utang juga dipertegas dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 153 Tahun
2022(Fatwa DSN-MUI No.153, 2022)

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik penyelesaian pembiayaan murabahah
bermasalah masih belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan fatwa DSN-MUI. Penelitian
oleh Mariya Ulpah (2020) menemukan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank
syariah dilakukan melalui restrukturisasi dan musyawarah, namun lebih berorientasi pada
kebijakan internal lembaga. (Mariya Ulpah, 2020) Sementara itu, penelitian Melina (2020)
menunjukkan bahwa meskipun pendekatan kekeluargaan telah diterapkan di BMT, evaluasi
kesesuaian dengan prinsip syariah belum dilakukan secara mendalam.(Melina, 2020)

Dalam konteks tersebut, perkembangan kajian menunjukkan bahwa sebagian besar
penelitian masih berfokus pada aspek implementatif penyelesaian pembiayaan bermasalah dan
faktor penyebabnya, tanpa mengkaji secara komprehensif keterkaitannya dengan standar
normatif yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Selain itu,
kajian yang secara spesifik mengintegrasikan analisis empiris dengan evaluasi normatif
berbasis fatwa DSN-MUI pada lembaga keuangan mikro syariah masih relatif terbatas. Hal ini
menunjukkan bahwa ruang pengembangan penelitian masih terbuka, khususnya dalam menguji

kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan syariah yang berlaku.
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Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang aktif menjalankan pembiayaan adalah
KSPPS BMT Huwaiza. Lembaga ini menawarkan berbagai produk pembiayaan syariah, seperti
pembiayaan modal usaha dan multijasa, yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan anggota.
(KSPPS BMT Huwaiza, 2026)Akad murabahah menjadi salah satu produk yang paling
dominan digunakan, dengan jumlah pembiayaan yang terus meningkat dari 434 akad pada
tahun 2023 menjadi 599 akad pada tahun 2024.

Namun, peningkatan tersebut juga diiringi dengan munculnya pembiayaan bermasalah
yang berdampak pada kinerja lembaga. Faktor penyebabnya meliputi aspek internal seperti
kurang optimalnya analisis pembiayaan, serta faktor eksternal seperti kemampuan bayar dan
karakter anggota (Alvira ‘Aina A’yun, 2020) Dalam praktiknya, KSPPS BMT Huwaiza telah
menerapkan berbagai mekanisme penyelesaian, seperti pendekatan persuasif, pemberian surat
peringatan, restrukturisasi, hingga eksekusi jaminan.

Meskipun demikian, keberadaan Dewan Pengawas Syariah tidak serta merta menjamin
kesesuaian penuh antara praktik di lapangan dengan ketentuan normatif. Oleh karena itu,
diperlukan kajian akademik untuk menilai sejauh mana praktik tersebut telah sesuai dengan
prinsip syariah dan fatwa yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat research gap berupa belum optimalnya kajian yang
secara spesifik menganalisis kesesuaian antara praktik penyelesaian pembiayaan murabahah
bermasalah dengan ketentuan fatwa DSN-MUI pada lembaga keuangan mikro syariah. Oleh
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penyelesaian pembiayaan
bermasalah pada akad murabahah di KSPPS BMT Huwaiza serta menilai tingkat
kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 47 dan 48 Tahun 2005.

2. KAJIAN TEORITIS
Pembiayaan Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Koperasi merupakan bentuk kerja sama ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan
anggota. Secara etimologis, koperasi berasal dari kata cooperation yang berarti bekerja bersama
untuk mencapai tujuan bersama (Olivia Zahara, 2023) Dalam perspektif ekonomi, koperasi
dipahami sebagai perkumpulan orang atau badan hukum yang berasaskan kebersamaan dan
bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota, dengan menempatkan kepentingan bersama di
atas keuntungan individu (Latifa et al., 2021)

Dalam perkembangannya, koperasi yang menjalankan kegiatan keuangan berbasis
prinsip syariah dikenal sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

KSPPS berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana serta dapat mengelola dana sosial
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seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf sesuai prinsip syariah (Azhar et al., 2022) Secara
historis, KSPPS berakar dari konsep Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang menggabungkan
fungsi sosial (baitul maal) dan fungsi komersial (baitul tamwil) dalam kegiatan keuangan
(Mundir Abdillah & Fatimah Dian, 2021)

Landasan syariah KSPPS tercermin dalam prinsip ta’awun sebagaimana tercantum
dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2 yang menekankan pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan.
Prinsip ini menjadi dasar operasional koperasi syariah dalam mendorong kesejahteraan anggota
secara kolektif (Amalia, 2020)

Dari sisi regulasi, KSPPS diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Lembaga Keuangan Mikro serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian. Regulasi ini diperkuat dengan ketentuan yang mewajibkan penerapan prinsip
kehati-hatian dan kepatuhan terhadap fatwa syariah dalam operasional koperasi (Sumino et al.,
2024)

Dalam praktiknya, kegiatan utama KSPPS adalah pembiayaan. Pembiayaan dalam
perspektif syariah merupakan penyediaan dana berdasarkan kesepakatan antara lembaga dan
anggota dengan kewajiban pengembalian dalam jangka waktu tertentu (Ilyas et al., 2019)
Pembiayaan ini menggunakan berbagai akad seperti murabahah, mudharabah, dan
musyarakah, yang mencerminkan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan (Asyifa Nada
et al., 2025)

Di antara berbagai akad tersebut, murabahah menjadi salah satu yang paling dominan
digunakan. Murabahah adalah akad jual beli dengan penetapan harga pokok ditambah margin
keuntungan yang disepakati. Dalam praktiknya, lembaga membeli barang yang dibutuhkan
anggota, kemudian menjualnya kembali dengan pembayaran secara angsuran (Hakim Lukman,
2012) Keabsahan akad ini didasarkan pada prinsip syariah yang menekankan kejelasan harga,
kerelaan para pihak, serta terhindar dari unsur gharar.(Syakir et al., 2021)

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi ketika anggota tidak mampu memenuhi
kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam terminologi
keuangan syariah, kondisi ini dikenal sebagai Non-Performing Financing (NPF), yaitu
pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet (Khairunisa Madona &
Musrifah, 2020)

Meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit dalam regulasi, istilah NPF digunakan dalam

praktik untuk menggambarkan tingkat kualitas pembiayaan berdasarkan kolektibilitasnya
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(Djamil, 2014) Dalam konteks koperasi, kolektibilitas menjadi indikator penting untuk menilai
tingkat risiko pembiayaan, mulai dari kategori lancar hingga macet (Lestari et al., 2025)

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah dapat dibedakan menjadi faktor internal dan
eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kelemahan manajerial lembaga, seperti kurang
optimalnya analisis pembiayaan dan pengawasan. (Madjid & Sitti Saleha, 2018)Sementara itu,
faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi, bencana, maupun karakter anggota yang tidak
bertanggung jawab. (Putri & Fianto, 2019)

Dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, lembaga keuangan syariah dapat
melakukan berbagai langkah penyelesaian, seperti rescheduling (penjadwalan ulang),
reconditioning (perubahan syarat), dan restructuring (penataan kembali pembiayaan).(Thomas
Suyatno, 2007) Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk menjaga keberlangsungan
pembiayaan sekaligus meminimalkan kerugian lembaga.

Dasar Hukum atau Regulasi Penjualan Jaminan pada KSPPS

Dalam Dalam praktik pembiayaan syariah, jaminan berfungsi sebagai instrumen mitigasi
risiko untuk memastikan pelunasan kewajiban anggota. Regulasi koperasi syariah mengakui
penggunaan jaminan sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian, meskipun jaminan bukan tujuan
utama pembiayaan(PERMENKOP UKM RI No. 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, 2015)

Ketentuan lebih lanjut menegaskan bahwa KSPPS dapat melakukan tindakan terhadap
jaminan apabila pembiayaan telah jatuh tempo dan tidak dapat diselesaikan oleh anggota,
sepanjang tindakan tersebut didasarkan pada kesepakatan dalam akad. (PERMENKOP UKM
RI No.8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, 2023)

Dalam perspektif syariah, mekanisme penjualan jaminan berkaitan dengan konsep rahn,
yaitu penahanan barang sebagai jaminan utang. Apabila anggota tidak mampu melunasi
kewajibannya, maka jaminan dapat dijual untuk melunasi utang, dengan ketentuan bahwa
kelebihan hasil penjualan dikembalikan kepada anggota dan kekurangannya tetap menjadi
kewajiban. (Fatwa DSN MUI No.25, 2002)

Selain itu, Fatwa DSN-MUI No.47 Tahun 2005 menegaskan bahwa penjualan jaminan
harus dilakukan dengan harga pasar yang disepakati, hasilnya digunakan untuk melunasi utang,
dan kelebihan dikembalikan kepada nasabah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penjualan
jaminan dalam syariah tetap berlandaskan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak

yang berutang.(Fatwa DSN MUI No.47, 2005)
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Perlindungan Nasabah

Perlindungan nasabah dalam lembaga keuangan syariah bertujuan menjamin
terpenuhinya hak-hak anggota melalui prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum.
Dalam konteks koperasi syariah, perlindungan nasabah juga berkaitan dengan prinsip
kelembagaan koperasi yang mengedepankan asas kekeluargaan dan musyawarah. (Abdul Aziz,
2022)

Regulasi sektor jasa keuangan menekankan pentingnya transparansi informasi, yaitu
kewajiban lembaga untuk memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami
kepada nasabah. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerugian akibat asimetri informasi.
(Saifuddin Ahmad & Mujib, 2023)

Selain itu, perlindungan nasabah juga mencakup aspek penyelesaian sengketa. Dalam
praktik keuangan syariah, penyelesaian sengketa dilakukan secara bertahap melalui
musyawarah, mediasi, arbitrase syariah, hingga jalur litigasi apabila diperlukan (Furgan Al
Faruqi et al., 2025)

Fatwa DSN-MUI tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Fatwa merupakan penjelasan hukum syariah yang diberikan oleh otoritas keagamaan
terhadap suatu persoalan. Dalam konteks ekonomi syariah di Indonesia, fatwa yang
dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI) memiliki peran penting sebagai
pedoman kepatuhan syariah bagi lembaga keuangan syariah (Fakhri Zakirman, 2019)

Fatwa DSN-MUI No.47 Tahun 2005 mengatur penyelesaian piutang murabahah bagi
nasabah yang tidak mampu membayar. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa jaminan dapat
dijual untuk melunasi utang, kelebihan hasil penjualan dikembalikan kepada nasabah, dan
apabila masih terdapat kekurangan maka tetap menjadi kewajiban nasabah, dengan
kemungkinan pemberian keringanan apabila nasabah benar-benar tidak mampu (Idris et al.,
2020)

Sementara itu, Fatwa DSN-MUI No.48 Tahun 2005 mengatur penjadwalan ulang
pembayaran (rescheduling) dengan prinsip bahwa jumlah utang tidak boleh bertambah dan
perubahan jangka waktu harus disepakati oleh kedua belah pihak. Biaya yang diperbolehkan
hanya bersifat administratif dan tidak mengandung unsur keuntungan tambahan. (Udzma et al.,
2025)

Kedua fatwa tersebut menjadi dasar normatif dalam penyelesaian pembiayaan
murabahah bermasalah, yang menekankan prinsip keadilan, musyawarah, serta perlindungan
terhadap nasabah. Dengan demikian, penerapan fatwa ini menjadi indikator penting dalam

menilai kesesuaian praktik penyelesaian pembiayaan dengan prinsip syariah.
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3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian
hukum Islam normatif-empiris. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum
secara normatif yang bersumber dari Fatwa DSN-MUI Nomor 47 Tahun 2005 dan Fatwa DSN-
MUI Nomor 48 Tahun 2005, serta menganalisis implementasinya secara empiris dalam praktik
penyelesaian pembiayaan Murabahah bermasalah di KSPPS BMT Huwaiza Depok. Dengan
demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah hukum sebagai norma, tetapi juga sebagai
praktik yang hidup dalam realitas kelembagaan keuangan syariah. (Muhaimin, 2020)

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh
langsung dari lapangan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pihak manajer pembiayaan
dan staf yang menangani pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Huwaiza Depok, serta
melalui observasi terhadap praktik penyelesaian pembiayaan Murabahah bermasalah.
Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber normatif dan literatur, seperti
Fatwa DSN-MUI Nomor 47 dan 48 Tahun 2005, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen internal
lembaga berupa SOP pembiayaan, akad Murabahah, dokumen restrukturisasi, dan laporan
pembiayaan bermasalah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu: Pertama,
wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mendalam dari narasumber. Kedua,
observasi langsung terhadap praktik penyelesaian pembiayaan, dan dokumentasi terhadap arsip
dan dokumen resmi yang relevan dengan penelitian. (Lutfi, 2024)

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan
pendekatan komparatif normatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan
dokumentasi terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan tema, seperti bentuk pembiayaan
bermasalah, mekanisme penyelesaian, kebijakan restrukturisasi, serta penggunaan jaminan.
Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan membandingkan praktik penyelesaian pembiayaan
Murabahah bermasalah di KSPPS BMT Huwaiza Depok dengan ketentuan yang terdapat
dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 47 dan 48 Tahun 2005.

Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT Huwaiza Depok yang berlokasi di Jalan Raya
Parung Bingung No. 2, Pancoran Mas, Kota Depok, dengan waktu penelitian yang disesuaikan
dengan proses pengumpulan data lapangan. Hasil analisis digunakan untuk menilai tingkat

kesesuaian antara praktik dan norma syariah, serta mengidentifikasi kendala dalam
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implementasinya guna menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum KSPPS BMT Huwaiza Depok

KSPPS BMT Huwaiza merupakan lembaga keuangan syariah yang berdiri sejak tahun
2002. Lembaga ini berawal dari kegiatan kelompok pengajian ibu-ibu yang beranggotakan
sekitar sepuluh orang, yang kemudian membentuk kegiatan simpan pinjam sederhana berbasis
kebersamaan. Modal awal yang terkumpul sebesar Rp244.000 digunakan sebagai dana bergulir
untuk membantu kebutuhan anggota, seperti biaya pendidikan dan kebutuhan rumah tangga.

Dalam perkembangannya, kegiatan tersebut mengalami transformasi kelembagaan. Pada
periode 2002-2005, lembaga masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM),
kemudian pada tahun 2005 resmi menjadi koperasi berbadan hukum. Selanjutnya, seiring
dengan perkembangan regulasi koperasi syariah, pada tahun 2007 lembaga bertransformasi
menjadi koperasi syariah. Perubahan kembali dilakukan pada tahun 2020 melalui penyesuaian
anggaran dasar, sehingga KSPPS BMT Huwaiza menjadi koperasi primer nasional dengan
cakupan keanggotaan lintas provinsi.

Visi KSPPS BMT Huwaiza adalah “Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang Amanah
dan Profesional.” Visi ini mencerminkan orientasi lembaga dalam mengintegrasikan nilai
profesionalitas dengan prinsip amanah sebagai landasan kepercayaan dalam pengelolaan dana
anggota.

Adapun misi yang dijalankan meliputi pengembangan syiar Islam, pemberdayaan
ekonomi umat, penghimpunan dan pengelolaan dana sesuai prinsip syariah, serta peningkatan
kualitas pelayanan kepada anggota. Dengan demikian, lembaga tidak hanya berfungsi sebagai
institusi keuangan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, KSPPS BMT Huwaiza menjalankan fungsi
penghimpunan dan penyaluran dana melalui berbagai produk. Produk simpanan meliputi
simpanan wadiah (titipan), simpanan mudharabah berjangka, serta simpanan deposito
mudharabah. Sementara itu, produk pembiayaan terdiri dari akad murabahah, ijarah, dan
hawalah.

Di antara ketiga akad tersebut, murabahah menjadi akad yang paling dominan digunakan
karena tingginya kebutuhan anggota terhadap pembiayaan konsumtif maupun produktif.
Dominannya penggunaan akad murabahah ini menjadi penting, karena berimplikasi pada

potensi terjadinya pembiayaan bermasalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini.
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Gambaran Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Huwaiza Depok

Pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Huwaiza diawali dengan proses keanggotaan,
di mana calon anggota harus mendaftar dan memenuhi persyaratan administrasi. Setelah itu,
anggota mengajukan permohonan pembiayaan melalui formulir yang disediakan dan
melengkapi dokumen pendukung.

Selanjutnya dilakukan proses survei dan analisis oleh Account Officer (AO) untuk
menilai kelayakan pembiayaan, meliputi kondisi ekonomi, pekerjaan, usaha, serta jaminan
yang diajukan. Hasil analisis tersebut kemudian dibahas dalam komite pembiayaan untuk
menentukan keputusan persetujuan.

Setelah disetujui, dilakukan akad pembiayaan dan pencairan dana. Dalam praktiknya,
skema yang digunakan adalah murabahah bil wakalah, yaitu anggota diberi kuasa untuk
membeli barang yang dibutuhkan, kemudian menyerahkan bukti pembelian sebagai bentuk
realisasi transaksi.

Skema ini menunjukkan bahwa praktik murabahah di KSPPS BMT Huwaiza telah
mengadopsi pola yang umum digunakan dalam lembaga keuangan syariah, namun tetap
memerlukan pengawasan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Pelaksanaan pembiayaan murabahah didukung oleh berbagai dokumen, mulai dari
dokumen pengajuan, identitas anggota, dokumen jaminan, akad pembiayaan, hingga bukti
pembelian. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai alat verifikasi, dasar legalitas, serta bukti
realisasi transaksi.

Kelengkapan dokumen tersebut menunjukkan bahwa proses pembiayaan tidak hanya
memenuhi aspek administratif, tetapi juga menjadi dasar penting dalam penyelesaian
pembiayaan bermasalah.

Penentuan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Huwaiza didasarkan pada tingkat
kolektibilitas, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1 Kriteria Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Huwaiza Depok.

Rentang
Kolektibilitas Tunggakan Kategori
(DPD)

Kol 1 0 hari Lancar

Kol 2 | — 90 hari Dalam perhatian
khusus

Kol 3 91 — 120 hari Kurang lancar

Kol 4 121 — 180 hari Diragukan

Kol 5 > 180 hari Macet
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Berdasarkan tabel diatas klasifikasi kolektibilitas, kol 1 sampai dengan kol 5 digunakan
sebagai pedoman internal untuk menentukan tahapan penanganan pembiayaan Murabahah
bermasalah. Pada tingkat tunggakan tertentu, koperasi memulai langkah persuasif melalui
komunikasi dan kunjungan, kemudian meningkat ke tindakan administratif seperti SP1-SP3,
hingga pada tahap risiko tinggi dilakukan upaya rescheduling atau penyelesaian melalui
penjualan jaminan.

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis, maka telah didapat data
berupa total rekening berserta jumlah pembiayaan bermasalah yang ada di KSPPS BMT
Huwaiza Depok khususnya pembiayaan Murabahah, sebagai berikut :

Tabel 2 Data Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KSPPS BMT Huwaiza Depok Tahun
2022-2024.

Total Total R Total Total Rp
Tahun  Rekening P Rekening  Pembiayaan Presentase

Murabahah Pembiayaan Bermasalah Bermasalah
2022 375 9.323.609.727 22 513.906.429 5,51%
2023 434 8.816.364.757 34 340.676.697 3,86%
2024 599 “'382(')812'13 40 397383.133  3.49%

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah rekening bermasalah mengalami peningkatan, namun
persentasenya justru menurun. Hal ini menunjukkan bahwa secara relatif kualitas pembiayaan
mengalami perbaikan. Penurunan rasio ini mengindikasikan adanya efektivitas dalam
pengelolaan dan penanganan pembiayaan bermasalah.

Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS BMT Huwaiza dilakukan
secara bertahap dengan pendekatan persuasif dan administratif.

Tahap awal dilakukan melalui komunikasi dengan anggota untuk menilai itikad baik.
Jika tidak ada respons, dilakukan kunjungan lapangan untuk mengidentifikasi penyebab
tunggakan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip musyawarah dan keadilan dalam ekonomi
syariah.

Selanjutnya, apabila kewajiban tidak dipenuhi, lembaga memberikan surat peringatan
(SP1-SP3). Pemberian SP dilakukan secara fleksibel berdasarkan kondisi anggota, sehingga
tidak bersifat kaku.

Pada tahap berikutnya, anggota yang masih memiliki itikad baik dapat mengajukan

rescheduling melalui akad ulang. Dalam praktiknya, rescheduling tidak menambah jumlah
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utang, melainkan hanya menyesuaikan jangka waktu pembayaran. Hal ini menunjukkan
kepatuhan terhadap prinsip syariah yang melarang pengambilan keuntungan dari kesulitan
anggota.

Apabila rescheduling tidak efektif, dilakukan penjualan jaminan secara bersama dengan
mengacu pada harga pasar. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang, kelebihan
dikembalikan kepada anggota, dan kekurangan tetap menjadi kewajiban anggota.

Selain itu, terdapat kebijakan pemutihan (hapus buku) yang diterapkan pada kondisi
tertentu. Kebijakan ini tidak menghapus kewajiban secara mutlak, melainkan hanya
menghentikan penagihan aktif. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara kepentingan
lembaga dan kondisi anggota
Analisis Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah di
KSPPS BMT Huwaiza secara umum telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor
47 dan 48 Tahun 2005.

Pada Fatwa Nomor 47 Tahun 2005, kesesuaian terlihat dalam mekanisme penjualan
jaminan yang dilakukan berdasarkan harga pasar, penggunaan hasil penjualan untuk pelunasan
utang, serta pengembalian kelebihan kepada anggota. Selain itu, kebijakan pemutihan juga
sejalan dengan ketentuan fatwa, meskipun diterapkan dalam bentuk hapus buku tanpa hapus
tagih.

Sementara itu, pada Fatwa Nomor 48 Tahun 2005, kesesuaian terlihat dalam praktik
rescheduling yang tidak menambah jumlah tagihan dan dilakukan berdasarkan kesepakatan
kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan tidak memberatkan
anggota telah diterapkan secara substantif.

Namun demikian, ketentuan mengenai penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase
syariah belum pernah diterapkan, karena seluruh permasalahan diselesaikan melalui

musyawarah internal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi penyelesaian pembiayaan
murabahah bermasalah di KSPPS BMT Huwaiza Depok, dapat disimpulkan bahwa pertama,
mekanisme pembiayaan dan penanganan pembiayaan bermasalah telah dilaksanakan secara
sistematis dan bertahap, dimulai dari pendekatan persuasif melalui komunikasi dan kunjungan,
kemudian dilanjutkan dengan tindakan administratif berupa surat peringatan (SP1-SP3),

hingga upaya restrukturisasi melalui rescheduling dan penyelesaian melalui penjualan jaminan.
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Kedua, praktik rescheduling yang diterapkan tidak menambah jumlah sisa utang, melainkan
hanya menyesuaikan jangka waktu pembayaran berdasarkan kemampuan anggota, sehingga
mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah. Ketiga, mekanisme penjualan jaminan
telah dilakukan sesuai prinsip syariah, yaitu dengan mengacu pada harga pasar, hasil penjualan
digunakan untuk melunasi utang, kelebihan dikembalikan kepada anggota, dan kekurangan
tetap menjadi kewajiban anggota. Keempat, terdapat kebijakan pemutihan (hapus buku) yang
diterapkan pada kondisi tertentu sebagai bentuk kebijakan sosial lembaga, meskipun tidak
menghapus kewajiban secara mutlak.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penyelesaian
pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Huwaiza Depok secara umum telah sesuai dengan
ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 47 Tahun 2005 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 48 Tahun
2005. Kesesuaian tersebut terlihat pada mekanisme rescheduling tanpa penambahan utang serta
prosedur penjualan jaminan yang adil dan transparan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan
prinsip syariah dalam praktik koperasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga telah
diimplementasikan secara nyata dalam kegiatan operasional lembaga. Dalam konteks
pengembangan pengajaran dan pendidikan Islam, temuan ini memberikan kontribusi sebagai
contoh praktik nyata penerapan hukum ekonomi syariah di lembaga keuangan mikro, sehingga
dapat dijadikan bahan pembelajaran kontekstual yang mengintegrasikan teori dan praktik
dalam bidang ekonomi Islam.

Namun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan, antara lain terbatas pada
satu objek penelitian sehingga belum dapat menggambarkan kondisi secara umum pada KSPPS
lainnya, serta belum mengkaji secara mendalam perspektif anggota sebagai pihak yang
menerima pembiayaan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas
objek penelitian, melakukan perbandingan antar lembaga, serta menambahkan pendekatan
kuantitatif atau mixed methods agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan mendalam

terkait efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan syariah.
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